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ABSTRAK 

Nama : Nadila Nur Qodriya 

Nim : 202010110311329 

Judul : “Analisa Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Hukum Progresif Satjipto 

   Rahardjo” 

Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum 

   Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H 

 Perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia 

yang sering terjadi. Secara umum perkosaan adalah pemaksaan kehendak dari suatu 

pihak kepada pihak lainnya, tanpa memperdulikan hak, kepentingan serta kemauan 

pihak lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan pribadi bagi pihak pemaksa. Akibat 

Kekerasan seksual (perkosaan) yang menimpa korban bukan hanya berdampak 

merugikan ketahanan fisiknya, tetapi juga psikologisnya. Penelitian hukum ini, 

memilih jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 

Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau 

data sekunder belaka. Tipe penelitian hukum normatif juga berdasarkan penelitian pada 

penelusuran perpustakaan dan atau peraturan perundang-undangan. Hukum progresif 

menekankan pentingnya pendidikan hukum yang sensitive terhadap isu-isu gender dan 

kekerasan seksual. Penegak hukum harus dilatih untuk menangani kasus-kasus 

perkosaan dengan sensitivitass dan empati. Penegakan hukum tidak hanya sebatas pada 

peraturan tertulis tetapi juga harus memperhatikan perilaku dan konteks sosial dari 

kasus-kasus tersebut termasuk kasus tindak pidana perkosaan. Penerapan hukum yang 

responsif dan progresif tidak hanya bertujuan untuk menegakkan peraturan yang ada, 

tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tersebut relevan dengan dinamika sosial 

dan terus berkembang. definisi perkosaan harus diperluas, seperti mencakup situasi 

pemaksaan seksual, unsur kekerasan, ancaman, atau ketidakberdayaan. Selain hukuman 

pidana penjara, pelaku juga diusulkan untuk membayar restitusi kepada korban atas 

kerugian fisik, mental, dan sosial. 

Kata Kunci : Perkosaan, Hukum Progresif 
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ABSTRACT 

Nama : Nadila Nur Qodriya 

Nim : 202010110311329 

Judul : "Analysis of the Crime of Rape in View of Satjipto's Progressive Law 

   Rahardjo" 

Pembimbing: Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Sc., M.Hum 

   Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H 

 Rape is one of the many human rights violations that often occurs. In general, rape is 

the imposition of one party's will on another party, without regard to the rights, interests 

and wishes of the other party who is forced for the purpose of personal gain for the 

coercing party. The consequences of sexual violence (rape) that befell the victim not 

only have a detrimental impact on their physical resilience, but also their psychology. 

This legal research chooses the type of normative legal research or library legal 

research. Normative juridical legal research is carried out by examining library 

materials, or mere secondary data. This type of normative legal research is also based 

on research on library searches and/or statutory regulations. Progressive law 

emphasizes the importance of legal education that is sensitive to gender issues and 

sexual violence. Law enforcers must be trained to handle rape cases with sensitivity 

and empathy. Law enforcement is not only limited to written regulations but must also 

pay attention to behavior and the social context of these cases, including cases of 

criminal acts of rape. Responsive and progressive application of law does not only aim 

to enforce existing regulations, but also to ensure that the law is relevant to social 

dynamics and continues to develop. The definition of rape should be expanded to 

include situations of sexual coercion, elements of violence, threats or helplessness. In 

addition to a prison sentence, the perpetrator is also proposed to pay restitution to the 

victim for physical, mental and social losses. 

Keywords: Rape, Progressive Law 
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